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Menimbang 

Mengingat 

UATI KOLA A UTARA 
PROVINSI SULAWESI TEN(GARA 

PERATURAN UPATT KOLAKA UTARA 
NOMOR 4/? TAHUN 2020 

TENTANG 

PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA 
KABUPATEN KOLAKA UTARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOLAKA UTARA, 

a. bahwa melaksanakan ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang­ 
Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
kawasan Permukiman ; 

b. bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar 
manusia yang berfungsi untuk mendukung terselenggaranya 
pembinaan keluarga, pendidikan serta peningkatan kualtas 
generasi yang akan datang ; 

c. bahwa kebutuhan rumah tinggal sangat meningkat 
khususnya di kawasan perkotaan maka fas:ltas 
pembangunan rumah susun sederhana sewa menyadi 
alternatif untuk pemenuhan rumah tinggal yang 
bermartabat, nyaman, aman dan sehat bag masyarakat 
berpenghasilan menengah ke bawah khususnya yang 
berpenghasilan rendah ; 

d. bahwa agar pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa 
(RUSUNAWA) dapat berjalan secara efektif dan efisen 
serta tepat sasaran ; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana dmaksud 
dalam huruf a, huruf b, huruf dan hurut d, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang 
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa abu paten 
Kolaka Utara 

I. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara epubhk 
Indonesia Tahun 1945, 

2. Undan Undang Repubhk Indonesia Nomor 28 Tahun 
2002 tentang angunan Gedung (Lembaran egera 
Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 4247), 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Repoblik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi 
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4339) ; 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

6. Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6349); 

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah 
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201l 
Nomor 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 
Negara Nomor 5252); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagamana telah 
di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang Un«dang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5883); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34 / 
PERMEN/M/2007 ten tang Pedoman Umum 
Penyelenggaraan Keterpad uan Prasarana, Saran a dan 
Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan ; 

14. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 
02/PERMEN/M/2007 tentang Petunjuk pelaksanaan 
Penyerahan kegiaatan Selesai di Lingkungan Kementerian 
Negara Perumahan Rakyat ; 

15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 
10/PERMEN/M/2007 tentang Pedoman Bantuan Stimulan 
Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan 
dan Permukiman ; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 200T7 
tentang pedoman teknis Pengelolalan Barang Mihik Negara ; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20336) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 22015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Derita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PM.05/2007 
tentang tata cara pelaksanaan pengunaan, pemamfaatan, 
penghapusan dan pemindahtanganan Barang Mihik Negara ; 
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19. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 
2014 tentang Pedoman Rencana Pembangunan 
Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pennukiman 
daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota ; 

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 
O1/PRT/M/2018 tentang bantuan pembangunan dan 
Pengelolaan Rumah Susun; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3); 

22. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor 52 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas, 
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan (Serita Daerah Kabupaten 
Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 52); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPAT] KOLAKA UTARA TENTANG 
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA 

BAB 1 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

I. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom ; 

3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara; 
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat 0PD adalah 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara; 
5. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukinan dan Pertanahan; 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara; 
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Khusus dan Rumah Susun yang 

selanjutnya disingkat (UPTD) Rusus / Rusun adalah unit pengelola Rumah 
Khusus dan Rumah Susun Kabupaten Kolaka Utara; 
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8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD rumah khusus/rumah susun Kabupaten 
Kolaka Utara; 

9. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah 
Bangunan Gedung Bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang 
terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam 
arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang 
masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta 
di bangun dengan menggunakan dana APBN /APBD dengan fungsi utamanya 
sebagai hunian ; 

10. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut 
Sarusunawa adalah unit hunian pada rusunawa yang dapat digunakan 
secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai 
sarana penghubung ke jalan um um; 

11. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh badan pengelola atas 
barang milik negara/ daerah yang berupa rusunawa yang meliputi kebijakan 
perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengarnanan dan 
pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, 
pembinaan, pengawasan dan pengendalian rusunawa ; 

12. Pemilik Rusunawa yang selanjutnya disebut pemilik adalah pengguna barang 
milik negara yang mempunyai penguasaan atas barang milik negara berupa 
rusunawa; 

13. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang 
berupa rusunawa untuk dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 
kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk sewa. 
pinjam pakai, dan kerjasama pemanfaatan, dengan tidak mengubah status 
kepemilikan yang dilakukan oleh badan pengelola untuk mengfungsikan 
rusunawa sesuai dengan aturan yang ditetapkan ; 

14. Penghuni adalah warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kelornpok 
masyarakat berpenghasilan rendah sesuai peraturan yang berlaku yang 
melakukan perjanjian sewa rarusunawa dengan UPTD/Badan Pengelola : 

15. Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang selanjutnya disebut MBR adalah 
masyarakat yang mempunyai penghasilan berdasarkan ketentuan di bawah 
UMR; 

16. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh 
data atau informasi serta penata usahaan rumah sewa dengan cara - penyampaian surat pemberitahuan kepada penghuni untuk di isi secara 
Iengkap dan benar ; 

17. Retribusi rumah sewa adalah pungutan daerah sebagai pembavaran atas 
pelayanan pemakaian rumah milik pemerintah daerah untuk kepentingan 
orang/pribadi badan; 

18. Wajib retribusi adalah orang pribadi tau badan yang menurut Peraturan 
Perundang-undangan retribusi diwnjibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi termasuk pemungut atau pemoton retribusi tertentu 

19. Rumah adalah banunan edung yang berfungsi sebagai tempat tuggal yang 
layak huni, sarana pembinann kelurga, cermnan twurkat dan martabat 
penghuninya, serta aset bagi pemihknya; 

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya di singkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 
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( I) 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasul 2 

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini ndalah untuk memberiknn 
pelayanan prima kepada penghuni RUSUNAWA berupn kenyamnnan dnn 
ketertiban ; 

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah: 

pengelolanan RUSUNAWA , dan 
dilaksanakan secara tertib, tepnt 
berkelanjutan, transparan dam 

a. memberikan kepastian hukum dalam 
b. agar pengelolaan RUSUNAWA dapat 

sasaran penghuni, layak huni, 
akuntabel. 

(3) Peraturan Bupati ini ditetapkan dan selanjutnyan akan dibuat Peraturan 
Daerah yang akan diundangkan pada Tahun Anggaran 2021 

BAB 111 

PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN CALON PENGHUNI 

Pasal 3 

Calon penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa memenuhi persyaratan dan 
ketentuan sebagai berikut: 

a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kolaka Utara; 
b. Masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan yang dilaksanakan oleh 

tertib 

Dinas 

tata 

menjadi calon 
Kepala 

mematuhi 

kepada Bupati Ca 
dan Pertanahan untuk 

C. 
Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara ; 
Warga yang bertempat tinggal di lingkungan permukiman kumuh; 

d. Belum memiliki rumah/tempat tinggal dibuktikan dengan surat keterangan 
dari RT/Kelurahan setempat; 
Mengajukan permohonan tertulis 
Perumahan, Kawasan Permukiman 
penghuni dengan dilampiri; 
1. Foto Copy KTP 
2. Foto Copy KK 
3. Pas fhoto ukuran 4x6 (3 lembar) 
4. Keterangan penghasilan dari Pemerintah setempat /Kelurahan setempat 
Surat pernyataan kesanggupan membayat sewa Rusunawa dan iuran lain 
serta kewajiban lain yang ditetapkan ; dan 
Surat pernyataan kesanggupan mentanti dan 
penghunian dan ketentuan lain yang di tetapkan. 

e. 

f. 

g. 
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BAB IV 

PENETAPAN CALON PENGHUNI 

Pasal 4 

(I) UPTD rumah khusus dan rumah susun melakukan seleksi calon penghuni 
yang telah memenuhi persyaratan; 

(2) Memprioritaskan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan/atau 
minimum sebesar Upah Minimun Kota (UMK); 

(3) Hasil seleksi di sampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan 
penetapan calon penghuni dan daftar tunggu calon penghuni; 

(4) Berdasarkan hasil seleksi yang telah mendapatkan persetujuan Bupati, di 
lakukan penetapan calon penghuni dan daftar tunggu calon penghuni 
dengan keputusan Kepala Dinas. 

BAB V 

PENG HU NIAN 

Pasal 5 

Penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa dilaksanakan berdasarkan surat 
perjanjian Peraturan Penghunian yang dibuat antara kepala Dinas dengan calon 
penghuni: 

Jun 
. . , surat 

a. Jangka waktu perjanjian sewa menyewa tidak di batasi oleh waktu selama 
calon penghuni masih dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah 
(MBR) dan belum memiliki Rumah Layak Huni; 

b. Perpanjangan Perjanjian dilakukan dengan cara menyampaikan permohonan 
perpanjangan kepada kepala Dinas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum 
jangka waktu perjanjian berakhir ; 

c. Berdasarkan surat perjanjian Kepala Dinas menerbitkan 
penghunian ; 

d. Surat izin penghunian diberikan kepada penghuni untuk disampaikan 
kepada ketua kelompok hunian (RT/RW) setempat untuk dicatat dan 
digunakan sebagai bukti resmi menjadi penghuni Rumah Susun Sederhan Sewa; 

e. Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa wajib mentaati tata tertib penghunian ; 

f. Calon penghuni yang sudah menandatangani kontrak/surat perjanjian 
dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan harus sudah menghuni/bertemoat tinggal di Rumah Susun Sederhana Sewa : 

' g. Melaporkan perubahan anggota keluarga (pindah/masuk) dalam waktu 2 24jam. 
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A VI 

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGHUNI 

Pasnl 6 

(l). Penghuni Rumah susun sederhnna sewa mempunyai hak scbagai berikut: 

a Menempati 1 (satu) Satunn Rumah Susun Sederhana Sewa untuk tempat 
tinpgnal; 

b Menggunakan dan atau memakai fasilitas barang dan benda bersama ; 
c Menyampaikan keberatan / laporan atas layanan kondisi, tempat dan 

lingkungan hunian yang kurang baik ; 
d Mendapatkan pelayanan atas perbaikan kerusakan bangunan, prasarana, 

sarana dan utilitas umum yang bukan disebabkan oleh penghuni; 
e Mempunyai sarana sosial; 
f Menjadi anggota RT, RW yang dimanfaaatkan sebagai wadah komunikasi 

dan sosialisasi guna kepentingan bersama ; 
g Mendapat ketenteraman dan Privasi terhadap gangguan fisik maupun 

psikologis; 
h. Mendapatkan penjelasan tentang penanggulangan bahaya kebakaran dan 

evakuasi, pengelolaan sampah, pembuangan limbah, penghematan air dan 
listrik. 

(2). Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa mempunyai kewajiban sebagai 
berikut: 

a. Mentaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban lingkungan ; 
b. Mengikuti aturan ten tang kemampuan daya dukung yang telah ditetapkan 

pengelola ; 
c. Memelihara, merawat dan menjaga kebersihan satuan hunian dan sarana 

umum serta berpartisipasi dalam pemeliharaan ; 
d. Berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan 

bermasyarakat yang harmonis ; 
e. Membayar rekening pemakaian sarana air bersih, listrik dan kebersihan ; 
f Membuang sampah di tempat yang telah ditentukan secara rapi dan 

teratur; 
g. Melaporkan pada pihak pengelola bila melihat adanya kerusakan dan 

prasarana, sarana dan utilitas di rusunawa ; 
h. Membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan oleh 

kelalaian penghuni ; 
Mengosongkan ruang huni pada saat perjanjian sewa berakhir ; 

j. Memarkir dan meletakkan kendaraan di area yang telah ditetapkan ; 
k. Membayar Uang Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa yang telah 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan lantai 
hunian: 

1. Lantai 1 senilai Rp. 250. 000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu 
Rupiah)/bulan. 

2. Lantai 2 senilai Rp. 225. 000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu 
Rupiah)/bulan. 
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3. Lantai 3 senilai Rp. 200. 000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)/bulan 

4. Lantai + senilai Rp. 150. 000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan. 

5. Lantai 5 senilai Rp. 100. 000,- (Seratus Ribu Rupiah)/bulan. 

I Melaporkan kepada ketua RT apabila penghuni meninggalkan atau 
mengosongkan tempat tinggalnya untuk sementara waktu ; 

m Melaporkan tamu penghuni yang akan menginap kepada ketua RT 
setempat dalam waktu I x 24 jam ; dan 

n Mengikuti pelatihan, bimbingan dan penyuluhan yang dilaksanakan oleh 
Dinas secara sukarela. 

Pasal 7 

Penghuni Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa di larang untuk : 
a. Memindahkan hak huni kepada orang lain dengan alasan apapun ; 
b Merubah seluruh dan atau sebagian ruangan dan atau bentuk bangunan ; 
c Menyewa/menempati lebih dari I (satu) satuan unit rusunawa ; 
d 

r 

Menggunakan unit satuan rusunawa sebagai gudang ; 
Merusak fasilitas bersama yang ada dilingkungan rumah susun; 
Menambah/merubah instalasi listrik, air dan sarana lainnya tanpa 1z1n 

tertuhis dari Kepala Dinas ; 
g Menjemur di luar tempat yang telah ditetapkan/ disediakan ; 
h. Memelihara binatang peliharaan kecuali ikan hias di dalam aquarium dan 

burung dalam sangkar ; 
i Mengganggu keamanan, kenyamanan, ketertiban dan kesusilaan serta 

membuang sampah tidak pada tempatnya; 
j. Menyimpan atau meletakkan barang/benda dikaridor, tangga/tempat-tempat 

yang mengganggu/menghalangi kepentingan bersama dan membahayakan 
penghuni lain ; 

k. Meletakkan barang-barang melampaui batas / kekuatan daya dukung lantai 
yang ditentukan ; dan 

I Mengadakan kegiatan organisasi di lingkungan Rumah Sewa yang tidak 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

BAB Vil 

BIAYA SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA 

Pasal 8 

(1) Pemanfaatan atas Rumah Susun Sederhana Sewa dikenakan 
serupa Sewa Rumah Susun Sederhana yang besarannya telah 
pada pasal 6; 

(2) Biaya sewa rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri dari: 
a. Harga sewa adalah besarnya biaya sewa yang harus di bayar oleh 

penghuni setiap bulan atas pemanfaatan rumah sewa: 
' 
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b. lain persewaan adalah besarnya biaya sewa yang harus di bayar oleh 

Denghuni atas pelayanan pemberian izin untuk dapat menempati rumah 
sewa dalam jangka waktu tertentu ; dan 

c. lzin perpanjangan sewa adalah besarnya biaya sewa yang harus di bayar 
penghuni atas pelayanan pemberian izin pcrpanjangan swwa untuk dapat 
memperpanjang jangka waktu menempati rumah scwa sesuai waktu yang 
di tetapkan 

Pasal 9 

Waktu Pembayaran Biaya Sewa 

(1) Pembayaran Biaya Sewa dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10 
pada bulan berikutnya ; 

(2) Keterlambatan atas pembayaran Biaya Sewa dikenakan denda biaya sewa 
sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan 

(3) Pelunasan atas biaya sewa yang terutang dapat dibayarkan dari uang . . Jamman sewa. 

Pasal 10 

Kebijakan untuk Penghuni Rusunawa 

Apabila kemampuan keuangan penghuni Rumah Sewa belum mencukupi, dapat 
dilakukan pemberian keringanan dengan mencicil dan/atau pembebasan biaya 
sewa. 

Pasal 11 

Aturan Kebijakan 

(l) Keringanan biaya sewa dilakukan dengan cara membenikan pengurangan 
sebagian dari tarif biaya yang wajib dibayar ; dan 

(2) Keringanan retribusi sewa hanya dapat diberikan paling banyak 30 % dan 
tarif biaya sewa yang ditetapkan dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) 
bulan. 

Pasal 12 

Pemberian keringanan biaya sewa dilakukan dengan cara mengansur paling 
banyak 5 (lima) kali dari keseluruhan biaya sewa yang wajib dibayar 

Pasal 13 

(l) Untuk mendapatkan keringanan, pengurangan dan atau pembebasan bava 
sewa, Penghuni harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada 
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan 
melampirkan : 
a. Foto copy KTP ; 
b. Foto copy KK; 
c. Berdomisili di Rumah Susun Sederhana Sewn sesua surat Perjanjan 

Sewa menyewa yang telah disepakati oleh kedun belah pthak_ 
d. Surat keterangan tidak mampu dari RT dan elurahan setempat atau 

bukti lain yang dapat digunakan sebagai warga miskin 
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(2) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan sewa 
dilaksanakan secara selektif melalui pendataan, klarifikasi dan 
lapangan oleh Tim yang dibenruk oleh Kepala Dinas. 

Pasal 14 

rumah 
survey 

(1) Pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan biaya sewa rumah 
diberikan berdasarkan atas keadilan, keparuhan dan kewajaran ; 

(2) Pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan biaya sewa dilakukan 
oleh Kepala Dinas atas persetujuan Bupati . 

Pasal 15 

Dalam hal terjadi kenaikan tarif biaya sewa rumah susun, pada masa peraliban 
dapat dilakukan pemberlakuan tarif biaya sewa secara bertahap dengan 
Keputusan Bupati. 

BAB VIII 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal 16 

(I) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa 
dilakukan oleh Dinas melalui UPTD/Pengelola dan penghuni untuk 
mewujudkan kelayakan, kenyamanan, kesehatan, keamanan dan ketertiban 
lingkungan ; 

(2) Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan melalui pembinaan, sosialisasi, 
pelatihan, monitoring dan evaluasi secara administrasi dan teknis ; 

(3) Penghuni dapat berperan serta melakukan pengawasan dan pengendalian 
terhadap pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa ; 

(4) Peran serta penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (33) dilakukan dengan 
menyampaikan laporan dan pengaduan kepada Dinas rnelalui 
UPTD/Pengelola. 

BAB IX 

SANKSI 

Pasal 17 

Penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa yang tidak memenuhi ketentuan yang 
telah ditetapkan akan dikenakan sanksi sebagai berikut: 

a. Apabila penghuni melanggar ketentuan/larangan dan ke,vajiban maka 
perjanjian sewa menyewa dapat dibatalkan secara sepihak oleh Pengelola ; 

b. Calon penghuni dalam waktu l (satu) bulan belum menempati huniannya, 
maka perjanjian sewa menyewa dapat dibatalkan secara sepihak oleh Kepala 
dinas ; 

c. Kelalaian penghuni yang menimbulkan kerugian menjadi tanggung jawab 
penghuni; 

d. Tidak membayar biaya sewa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut harus 
keluar dari rumah sewa dan tempat hunian di gantikan oleh calon penghuni 
lain sesuai daftar tunggu ; dan 
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e. Penghuni yang telah melanggar perjanjian sewa menyewa dan tidak bersedia 
mengosongkan tempat hunian setelah mendapat perinatnn snmpi (tin) 
kali, akan dilakukan pengosongan secara paksa olch pejabat yan Derwenan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bcrlaku 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 18 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini diundangkan dengan 
menempatkannya dalam Serita Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 

P±RAF KOORDIMAS -- 
Ditetapkan di Lasusua 
pada tanggal 2 pebr o? 

BUPAT KOLAKA UT 

HMAN UMAR 

Diundangkan di Lasusua 
pada tanggal 29 Deem(u 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA 

TAUFI .S. 
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2020 NOMOR /2 
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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
SEKRETARIAT DAERAH 

Kendari, } - '­ 2020 

No mo r 
Lamprrar 
Perihal Has»l Fasihtast Raperbup 

Kolaka Utara 

Kepada 
Yth. Bupati Kolaka Utara. 

Co Sekretune. Daera 
di­ 

Schubungan dengan Surat Sckrtars 
Kabupaten Kolake Utara Nomo; 014/481.2020 
November 2020 eriha Permnohonan Faslitas» 
Peraturan upan olaka Utara tentan Peneloiaan 
Susun Sederhana Sewa Kabupaten Kolaka Utara 
hormat disampaikan hal-hal sebagu benkut 

I Dalam Rancangan Peraturan Bupati Kolaka /tra tentar.g 
Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sew. abupaten 
Kolaka Utara. setiap lembaran dicanturkar nga 
alaman dan chcantumkan di bagan atos 'engah 

hdahulur dan quakhri tanda t-), serta diben iara 

) - 
spas1 kecuah icmbaran pertama. 
Paa ketentuan daser hukum mengingat «rtambabkar 3 
itga) dasar hukum sehingga berbunyr sebagar tenk t 

Undang- Undang Nomor L2 Tahun 20t nurg 
Pembentukan Peraturan Perundang uneangat 
scbagaimana telah diubah dengan Un«dang dang 
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahar Atas 
Undang-Undang Nomor I2 Tahun 2u1' atang 
Pembentukan eraturan Perundamg nnc an u 
tLembaran Negara Repnbhik dones ahur 0;a 
Nomor 18., Tambahan Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Noro 6340) 

Peraturan Pememintah Normr '2 Tahun & tentang 
etaan Dan enwast 
Perenntahan Daerah [Lermnbrn 

eyer1ga 
Negut 'esd 

ndomesa abun ]1 Nom 'A, Tambahaan l nor 
Near Repubhk tndone sa Nornor t+Ki 

'eraturan Pemettah Nomnor ! Tahu; O19 t9tan 
Pengelolaan heuanan Daerah (Len bean era 
Re pub»k dont st Tahu op+ Nom, Tebo 

Lemba:an Negara Repubhk ndones Noor 2. 
Dasar hukur mengngat hsustn secars es das 
kronologs 
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4. ada ketenan daser hukum mengngat ts@not 
dsempurnakan schmgga berbunvi sebagar bx nkut 

I6 Peraturan Menten Dalat Negeni Nomor Tahu:n 015% entang 
embentukan Produk Hukum Daerah {Bent. Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 20 Nomor 20o) se bogyaana telah Aubut 
dengan Peraruran Menter Dalaum Negeri Nomos 120 Tahu 018 
tentang +erubahan Atas Peraturan Menten Dal« Neger Noor 
D Tahun. 2015 tentang Pemnbentukn Produk Hukur Daer al 
(Berta Negara Repubhik Indonesia Tahun 2018 Noor 174 

5 Pada ketcntan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I angka 
dsempurnakan schpgga berbunvi scbagar berkut 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

asal 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan 
1. Tetap 
2. Pemeritah Daerah adalah Bupat scbogau nu tx rycle»gr 

Pemerntuhan Daerah yang mermmp pelaksa ntan rusan 
Pemenntahan yang menjadr kewenangan daerah otono 

3. Tetap. Dst 
6. Pada ketentuan BAB VI Pasa! 6 ayat 2) burut darn. rut k 

disempurnakan sehugga berbunyr scbagi benkut 
Pas.al • 

(I) Tetap 
02) Tetap 

a tetap: 
b. tetp 
c. tetap. 
d tetap: 
e Membayar rekemng pemakaian sarana at bersih astrti dun 

kebrrsthan 
f. tetap 
g tetap, 
h. tetap 
• tetap 
j tetap 

k Membayar Uanp Sewn Rumah Susun Sedertana iewa yang 
telab ditctpkan set tengan keenttun vnu brtakt r steal 
dengan iantar human 

iana l semalai Rp 250 000, (Du Rats Lama Par bu 
upat/Dulan 

2 inta se la Rp 225 000, (Dun Ratus Doe Pith Lan 
bu Rupiah; blan 

3 Lanita 3 wnlat Rp oo ooN Dus Rats +Rt 
Rumah4/ buinn 

4 Lania senila l'p '50.0O0 (eras Lama Putt ha 
Rupiah)/ Dulan 

5. Lta 5 serta Rp 'Ou 000,- (rat bu Rupah;bun 

• 
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7Padu ketentuan BA VII Frasa Retnbus. dganni dengn Fra +ava 
Sewa sehingga berbunyr scbaga bemku' 

HAH VIL 
IAYA SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA 

8. Pde ketenrn Posal sampe dengar 
dihapus dan dgants dengan Frasa Biaya 
scbagai berikut. 

asal 

assl Fess. +tum 

(1) Tetp, 
() Biava sewa rumah Susun sebagamana dmaksu pada ayat ii 

terdiri dart 
a.Harga ewa adalah besarnva biaya sewa yang maps dbayar 

oleh perphun seuap bulan ata pemamfaatan ru.mah sew 
b. lzn persewaan adalah besarnya baya sewa yang aaras dbavar 

olet penghunt atas pelayanan pemberan in ntk apt 
menempat rumah sewa dalam jangka waktu terterut dot 

c inn perpamangan sewa adalah besarnya bava swwa sang rs 
dibavar penghum atas priayanan pemberan in petpanarr 
sew untuk dapat memperpanjang Jangka wakt mnenempan+ 
rumah sewa sesuai waktu vang ditctapkan 

asal 0 

Waktu Pembuyran Biaya ewa 
(I) Pembayaran Bia Sewa dilakukan setiup bular paling mnbet 

tangga 10 pada bulan benkutnya, 
[2) Keterlambaran atas pembayaran biaya sewa dikenakan tend 

biaya scwa sesuai Peraturan Perundang undangan. Yang Drax. 
dan 

(3) Pelunasan atas biaya sewa yang tcrutang daput qibeyaria dar 
uang jam1nan sewa. 

Pasal 10 
Kebakan untuk Penghuni Rusunaw. 

Adapun kemampuan kruangan prnghum urahi 'iw. ei 
rnencukopr dapat d:lakukan pemberun ennar «engat 
mencel dan/atau pembebasan bay sew.a 

Pasal I 
Attran bakan 

tl)Keninganam baya swwa dlakukan dengn tr» rerbe rka 
pengurngan swebegan tan tar if biayo sewn vg wpo st ryo, 
dan 

() Krringanan baya sewa hunv dapat chibenlan pals bra er 
dan tu! bya sww vang htetapkan engan 1au wt, aw 
iama t tenami Dular 

usal 12 
Pemberan kerganan bavat sew think ukt' eg at; 

mnnansut palm banyak ' (lime) ah fan krw hurter Ota $ 

sewa yang want dbaya 

fl4Untk mendapatksr 
bay~ 

Pua 1 
er4nan per«rear 
wwa Peugh ats 
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a Teta 
b Tetap, 
c. Tetap 
d. Teta. 

(2) Tetap 
aal i 

(I]Pembenan kernganant, pengurngan atan pembebran • sww 
rumah susun diberan berdauran ates lenhn r pat u wan 
den kewaaran, 

(2 Pembenan penguranpan kertnganan dan prmbe basen by sew 
dilakuan oleh Kepala Dinas atas persetuman Bupat 

Psal L 
Dalarn hal terjadi kenakan tarif baya sewa rumat ws, gee.a 
rnasa peraahhan dapat dilakukan pemnbertakuan ff haya sew 
scar bertahap dengan eputusan Iupat 

9 Pada ketenruan BAB VIII PENGAWAAN DAN PENGENDMLIA!+ a sad 
7 seharusnv Pasal 10, Pasal 18 seharusnva Pasa' 7 dan us 
scharusnva Pas! 18 

10 Pada ketentuan BAB IX SANKSI Pasad I8 atau asail7 bur: d 
dsempumnakan schingga berbuny sebagai benkut 
a. Tetp . . 
b. Tetap 
c. Tetap 
d. Tdak membayar biaya sewa selama 3 (tga) bula bertun: 'rat 

harus krluar dari rumah sewa dan tempat hunian dig nlar oleh 
caion perghuni la:n sesua dattar tunggu; tan 

e. Tetap 
Demikian untuk menjadi perhatan dalam pelaka.naav? 

a.n. GUBERNUR SULAWESI TENGUARA 
SEKRETARIS DAERAH 

--..4' 
_{ 

i 

' Dr HI NR ANNAN9 At#AN, it M Path. tar tot AW 
NI 1w2o4 1910% 2 t 

Temtusort 
1. Gubernur Sulavwr w Ten@gat a twbetgau hap an hs et»tar 
2. Krtta DPRD Ka!paten Kolakn tJta di La uu4+ 
3. Arp 

' 
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